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Macet dan Banjir Masalah
Tak bisa Terpecahkan

KEMACETAN dan banjir masih menjadi pekerjaan
rumah yang hingga kini belum juga terpecahkan di
Ibu Kota Jakarta meski sudah beberapa kali berganti
kepemimpinan. Lima tahun mengabdi sebagai Gu-

o

bernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
juga tak bisa mengatasi masalah
yang hingga kini semakin kompleks.

Meski sudah melakukan berbagai
upaya dengan menciptakan transpor
massal, namun hal tersebut belum
: juga membuahkan hasil. Dibanding-
kan dengan kota-kota besar di negara
maju, sistem pelayanan transportasi
umum di Tanah Air masih cukup terting-
gal dan cukup memprihatinkan.

Di negara maju, masyarakatnya cenderung meng-
gunakan transportasi umum dibandingkan dengan
kendaraan pribadi. Akan tetapi, di Jakarta, umum-
nya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan
kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta be-
berapa tahun lalu, jumlah kendaraan bermotor di Ibu
Kota tercatat lebih dari 18 juta unit. Jika ditempatkan
secara berjejer di seluruh jalan raya di Jakarta, maka
jalanan akan berubah menjadi area parkir sehingga
menjadi masalah kemacetan yang tak terpecahkan.

Selain macet, banjir juga hingga kini menjadi
masalah yang tak terselesaikan di Jakarta. Bahkan
berdasarkan analisis risiko bencana yang dilakukan
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) DKI Jakarta, salah satu ancaman bencana
yang dihadapi oleh warga Jakarta adalah banijir.

Dengan luas wilayah sebesar 662,33 km2,
40% (24.000 hektare) merupakan dataran rendah
dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan
air laut. Selain rendah, banijir di DKI juga bisa dise-
babkan oleh luapan sungai.

Sebanyak 13 sungai yang melintasi DKI yang
bermuara di Teluk Jakarta dapat meluap apabila ter-
jadi hujan dengan curah tinggi di hulu sungai (Jawa
Barat dan Banten), yaitu Bogor dan Tangerang. Selain
luapan sungai, hujan lokal di wilayah DKI juga menjadi
penyebab genangan atau baniir di beberapa titik.

Air hujan yang turun itu mengisi saluran air (drainase)
dan titik cekung, cukup lama menyebabkan air tidak
dapat tertampung seluruhnya di drainase, sehingga air
meluap dan menyebabkan genangan/banijir. Kemudian,
rob atau air laut pasang di wilayah pesisir utara DKl juga
berpotensi menyebabkan banji rob.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari masa ke
masa dengan berganti-ganti gubernur tidak pernah
luput dari upaya untuk menyelesaikan persoalan
banijir ini. Berbagai upaya dilakukan para gubernur
sewaktu menjabat untuk menyelesaikan perma-
salahan yang sangat kompleks ini.

Upaya itu adalah pembuatan waduk, pengeru-
kan di waduk, kali, embung hingga saluran untuk
menambah kapasitas daya tampung air. Pemprov
DKI juga membangun sumur resapan (drainase
vertikal) sebagai upaya antisipasi banjir namun
banjir masih saja tetap menggenangi Jakarta. (*)
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PKS Sebut Program Rumah DP 0 Rupiah Gagal

Palmerah, Warta Kota

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad
Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan gagal menjalankan
program rumah DP 0 Rupiah.

Realisasi program rumah DP 0 Rupiah
vang jadi unggulan Anies Baswedan semasa
kampanye pada Pilkada DK Jakarta 2017 silam
pun tak sesuai harapan.

“Rumah DP 0 Rupiah memang bisa dikatakan
belum berhasil atau katakanlah gagal,” ucapnya
dalam diskusi virtual yang ditayangkan
kanal youtube TribunJakarta.com, Minggu
(26/6/2022).

Catatan hitam ini diberikan PKS lantaran
realisasi program rumah DP 0 Rupiah dari janji
kampanye Anies Baswedan jauh dari target yang
dicanangkan.

Dari 250.000 unit hunian rumah DP 0 Rupiah

yang dicanangkan di awal kepemimpinannya,
Anies hanya sanggup menyelesaikan 790 unit di
akhir masa jabatannya ini.

Walau demikian, MTZ menyebut hal ini bukan
sepenuhnya salah Gubernur Anies Baswedan.

Pasalnya, proyek rumah DP 0 Rupiah ini
sempat tersangkut kasus dugaan korupsi
pembelian lahan di kawasan Jakarta Timur yang
turut menyeret nama Dirut BUMD Pembangunan
Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Adapun BUMD Pembangunan Sarana Jaya
merupakan perusahaan pelat merah yang
diberi mandat oleh Gubernur Anies Baswedan
untuk mengerjakan proyek rumah DP 0
Rupiah ini.

“Walaupun itu (korupsi) kerjaan Dirut
BUMD, tapi mau tidak mau kesalahan tersebut
harus ditanggung Anies Baswedan,” ujarnya.
(TribunJakarta)




